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XEPUTI'SAIT

KT'ASA PENGGT'ITA A.IT(X}ARAIT

BALILI BESAR PEilERAPAN UODERNISASI PERTAITTAIT KALIMANTAN TEITIGAH

IIOMOR : B- O5/Kpts/OT.o5O/H. 12.24 I 02 I 2o26

TENTIIITG

PEITETAPAIT PF.'AAAT PEIYGN)/IAN BARAITG/ JASA PEUERNITAH

BALIU BESAR PEITERAPAN UODERITISASI PERTAITIAN KALIUIIITTAIT TEITGAII

DENGAN RAHUAT TT'IIAIT YANG MAHA EsA,

KI'AAA PEIY(rcI'NA AITGGARAN

BAL/U BESAR PENTRAP/IN MODERISISAAI PERTAITIAIT KATIUAITTAIT TEITGAH

TATIUIT ANGGARAN 2026

Menimbang a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan Pengadaan

barang/Jasa Pemerintah pada kantor BaLai Elesar Penerapan

Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu

menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nam.rnya tercantum dalam

Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk diberi

tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Balai Besar Penerapan Modemisasi Pertanian Kalimantan

Tengah ?ahun Anggaran 2O26;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaan Negara (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) seb"gFimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6l Tahun 2024

Mengingat

SX'\yz



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

103, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

54231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

229, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6267],:'

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang

Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet

Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan

Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2Ol9-2O24;

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2LO IPMK.OS /2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

L9O/PMK.O5/2O12 tentang Tata Cara Pembayaran Da.lam

Rangka Pelaksanaan Angga-ran Pendapatan dan Belanja

Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39 Tahun 2024 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor f83/PMK.05/2019

tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian

Negara/Lembaga.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

I 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02

tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

1O Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Ke{a Unit

Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modemisasi

Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

r35/Kpts./KP.23O /M/O2/2O26 Tanggal 5 Februari 2026

Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan

dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

Kementerian Pertanian;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan

Tengah Nomor : DIPA SP-O 18.09.2.567570 12026 Tanggal O1

Desember 2025.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAI,AI BESAR

PENERAPAN MODERNISASI PETTTANTAN KALIMANTAN TENGAH

TENTANG PENETAPAN PE"IABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH BAI-AI BESAR PENERAPAN MODERNISASI

PERTANIAN KALIMAI{TAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Menetapkan Sdr. Mahmudani, A. Md, sebagai Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana

tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Balai Besar

Penerapan Modemisasi Pertanian Kalimantan Tengah,

sebagaimana Dilrtum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan

tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

b. Menetapkan dokumen pengadaan

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

website KIL/D/I masing-masing dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional;



KEEMPAT

KELIMA

e. Menilai kualifrkasi penyedia barang/jasa melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap penilaian yang masuk;

g. Menetapkan penyedia barang/jasa melalui Penunjukan

[,angsung atau Pemilihan Langsung untuk Paket

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi yang bernilai

paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta mpiah);

h. Menetapkan penyedia jasa konsultansi melalui

Penunjukan Langsung atau Pemilihan l.angsung untuk
Paket peke{aan yang bemilai paling tingg
RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah);

i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia

barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

j. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan

k. Memberikan pertanggung,awaban atas pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA).

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada DIPA BaLai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2O26;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam p€netapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tangsal

: Palangka Raya
: 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar
Pen sasi Pertanian Kalimantan Tengah

Anggaran,

, M.Si., Ph
12tOO4 "/
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Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modemisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B- 0S/Kpts/OT.O5O /H.12.24 /02/2026
Tanggai : 18 Februari 2026
Tentang: Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

Pada Balai E}esar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Teogah Tahun 2026

PE.IABAT PETGADAAT BARATG/JASA
PADA BALN BESAR PEITERAPAIT UODERITISAAI PERTANITN I(ALIUAITTAIT TEITGAH

TATIUIT 2026

uo IYAMA
ItIP

PANGI{AT
GOLOilGAIT

JABATAIT

1 2 3 4

1
Mahmudani, A. Md
19A9tO772020t2tOOr

Pengatur,
11/ c

Teknisi Litkayasa
Terampil

Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa

Ditetapkan di
Pada tanssal

: Palangka Raya
: 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar
Modemisasi Pertanian Kalimantan Tengah

gguna Anggaran,

., M.Si., Ph.
oo21_27004 "/
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